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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kegiatan pekuliahan yang baik tidak hanya menuntut mahasiswa untuk 

menguasai teori. Selain penguasaan teori, mahasiswa juga dituntut untuk mampu 

menerapkan hasil pembelajarannya di kehidupan nyata. Mahasiswa dituntut untuk 

dapat bersaing di masa depan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA).  

 Persaingan individu yang ketat, lapangan kerja yang masih terbatas 

merupakan salah satu hal yang harus diatasi. Dengan adanya kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa diharapkan mendapat lebih banyak 

pengalaman dalam mengenal dunia kerja dan memahami lingkungan kerja yang 

baik, sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik yang 

telah dipelajari di lapangan. 

Kegiatan PKL menekankan pada pembelajaran secara aplikatif dengan 

cara memberikan pengalaman bekerja kepada mahasiswa secara langsung. Hal ini 

memungkinkan mahasiswa dapat mengidentifikasikan permasalahan yang ada 

secara langsung untuk dapat dipraktikan pada masa yang akan datang.  

 Oleh karena itu, Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mahasiswa diwajibkan menjalani program PKL. 

Karena program ini memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih 
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mengenal dan mengetahui kondisi lingkungan di dunia kerja, sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Secara umum, PKL dilaksanakan dengan bertujuan untuk menambah 

pengalaman, juga sebagai salah satu upaya pengembangan diri yang selalu 

dituntut untuk berubah mengikuti perubahan zaman. 

Secara spesifik, pelaksanaan PKL dimaksudkan untuk memperkaya 

pengalaman di lapangan melalu kegiatan langsung di lapangan dan 

mengembangkan pegetahuan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 

dengan cara: 

1. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang  dunia 

 kerja yang sebenarnya.  

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku 

 perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya.  

3. Memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa. 

 

1.3 Kegunaan 

 Kegiatan PKL memberikan beragam kegunaan dan manfaat yang dirasakan 

bagi berbagai kalangan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. Bagi 

mahasiswa, kegiatan PKL dapat berguna untuk menambah pemahaman tentang 

mengenal kondisi nyata dunia kerja baik dalam lingkungan pemerintah maupun 



perusahaan, mampu mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi kuliah, dan memperkaya pengalaman. 

 Bagi Instansi terkait, kegiatan PKL dapat meningkatkan kerjasama antara 

Fakultas Ekonomi UNJ dengan instansi tempat mahasiswa ditempatkan, serta 

memungkinkan untuk menumbuhkan hubungan baik yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait.  Sedangkan bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ, 

kegiatan PKL dapat berguna untuk meningkatkan kerjasama Fakultas Ekonomi 

UNJ dengan instansi terkait dalam kegiatan PKL tahun ini. 

 

1.4 Tempat 

Kegiatan PKL dilaksanakan di Kementerian Perhubungan Republik 

Indonesia. Berikut ini merupakan informasi instansi tempat pelaksanaan PKL:  

Tempat   : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat 

   Jenderal Perhubungan Udara. 

Alamat   : Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Jakarta Pusat10110. 

Telepon   : +6221 – 33505550, 3505006 

Fax   : +6221 – 3505135, 3505139, 3507674 

Surel   : hubud@dephub.go.id 

Situs Resmi : http://www.hubud.dephub.go.id  

 

 

 

 

 

 

http://www.hubud.dephub.go.id/


1.5 Jadwal Waktu  

 Kegiatan PKL dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

 Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik, dan Keuangan (BAAK) yang 

sebelumnya sudah membuat surat pengantar dari Bagian Akademik Fakultas 

Ekonomi. Surat permohonan tersebut lalu diajukan kepada pihak Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

Kemudian praktikan mendapat persetujuan untuk melaksanakan kegitan PKL di 

Instansi tersebut.  

2. Tahap Pelaksanaan 

 Waktu pelaksanaan PKL dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli s.d. 2 September 

2016, bertempat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara. Adapun ketentuan jam operasional adalah sebagai 

berikut:  

Hari Kerja : Senin – Jumat 

Jam Kerja  : 09.00 – 16.00 WIB 

Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

3. Tahap Pelaporan 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan PKL, laporan PKL disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL disusun sejak Oktober 2016 

s.d. Januari 2017. 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1 Sejarah Instansi 

 Kementerian Perhubungan mulanya bernama Departemen Perhubungan, 

perubahan nama tersebut tidak secara signifikan mengubah fungsi dari lembaga 

itu sendiri. Kementerian Perhubungan maupun Departemen Perhubungan 

memiliki fungsi yang sama, sebagai pengatur tata cara berkendara dan berlalu 

lintas. 

 Kementerian Perhubungan yang pada awalnya bernama Departemen 

Perhubungan berdiri sejak periode awal kemerdekaan Indonesia. Kabinet pertama 

yang membawahi lembaga ini yaitu Kabinet Presidensil. Periodenya dimulai pada 

2 September 1945 hingga 14 November 1945 dengan Menteri Perhubungan 

Abikusno Tjokrosujono. 

 Masa kepemimpinan Abikusno berakhir dan digantikan dengan Ir. 

Abdulkarim. Kabinet kedua disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir yang berlaku 

mulai 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946. Kabinet Sjahrir berjalan hingga 

Kabinet Sjahrir III dan berlangsung hingga 1947. Kabinet Sjahrir digantikan 

dengan Kabinet Sjarifudin I dan II. Kemudian terjadi beragam perubahan kabinet 

lainnya dan masih tetap memiliki visi dan misi yang sama.  

 Pada Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VI, yang berlaku pada 24 

Maret 1956 hingga 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki program 
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yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan berbagai moda transportasi. Alat-alat 

transportasi tersebut dikhususkan bagi daerah yang berpotensi menghasilkan 

berbagai beragam kebutuhan pokok. 

 Kementerian Perhubungan Indonesia memiliki program untuk mengawasi 

serta memajukan sarana transportasi yang dimiliki. Peningkatan terus dilakukan 

agar pesaing yang mulai berdatangan tidak menjadi ancaman bagi alat-alat 

transportasi yang ada di Indonesia. 

 Kementerian Perhubungan Indonesia semakin berkembang sesuai dengan 

kebutuhan. Pada masa Kabinet Pembangunan IV yang berlangsung dari 19 Maret 

1983 hingga Maret 1988, Kementerian Perhubungan atau Departemen 

Perhubungan mulai memiliki beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut 

dibedakan atas jenis alat transportasi, yaitu: Direktorat Perhubungan Darat, 

Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara. 

 Pembagian direktorat dalam lembaga milik pemerintah ini ditujukan untuk 

mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah lembaga 

yang membawahkan beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri membawahi 

beberapa kantor wilyah yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 

.  

Gambar II.1 Logo Kemeterian Perhubungan Indonesia 

(sumber: http://www.dephub.go.id ) 

http://www.dephub.go.id/


2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

 Berikut adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara: 

2.2.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu “terwujudnya 

penyelenggaraan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan 

nilai tambah dalam mendukung ketahanan nasional”. Penjelasan visi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara secara garis besar adalah: 

1. Pelayanan transportasi udara yang handal, diindikasikan oleh 

penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, 

terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air 

serta mampu mendukung pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI); 

2. Pelayanan transportasi udara yang berdaya saing, diindikasikan oleh 

penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau oleh 

semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri dan produktif.  

3. Pelayanan transportasi udara yang memberikan nilai tambah, diindikasikan 

oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan 

produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya 

peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan 

laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke 

seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi 

percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja 



terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran 

pelayanan transportasi. 

 

2.2.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu: 

1. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara untuk mewujudkan 

konektivitas nasional; 

2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kehandalan transportasi udara 

dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara; 

3. Peningkatan penelitian dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) dalam rangka pengembangan teknologi transportasi udara yang 

ramah lingkungan;  

4. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan 

restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi. 

 

2.2.3 Tujuan yang Hendak dicapai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

 Tujuan yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu: 

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan 

transportasi udara; 

2. Mewujudkan aksesibilitas dalam mendukung konektivitas dan daya saing 

logistik nasional; 

3. Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana 

transportasi udara; 



4. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi; 

5. Memperluas peran sektor transportasi udara terhadap pembangunan nasional 

yang berkelanjutan;  

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

2.2.4 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu: 

2.2.4.1 Aspek Keselamatan dan Keamanan 

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi udara; 

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan 

transportasi udara; 

2.2.4.2 Aspek Pelayanan 

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara; 

2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai 

dengan kebutuhan; 

3. Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam 

mewujudkan good governance; 

4. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi 

kebijakan bidang perhubungan udara; 

5. Menurunnya emisi gas rumah kaca dan meningkatnya penerapan teknologi 

ramah lingkungan pada sektor transportasi udara. 

 

 



2.2.4.3 Aspek Kapasitas Transportasi 

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana trasnportasi udara dan 

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda; 

2. Meningkatnya layanan transportasi udara di perbatasan negara, pulau 

terluar, dan wilayah non komersial lainnya. 

 

2.3 Struktur Organisasi 

 Sruktur Organisasi Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara, dan Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara dapat dilihat di 

lampiran 3, 4, dan 5. 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari: 

1. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 

penyusunan rencana dan tinjau ulang rencana dan tinjau ulang rencana jangka 

panjang dan menengah, program dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan, akuntabilitas kinerja unit kerja, serta pengelolaan data 

dan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara. 

2. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, penyusunan Laporan 

Keuangan dan laporan e-monitoring, revisi Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA), penatausahaan BMN, pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP), pembinaan dan verifikasi pengelolaan anggaran, 

evaluasi dan penyusunan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-



BLU), penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyiapan 

bahan dan tindak lanjut hasil audit. 

3. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan 

telaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pemrosesan dan 

pemberian advokasi, serta legal opinion terhadap penyelesaian masalah dan 

perselisihan hukum, pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap berita acara 

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.  

4. Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, 

kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai, 

penyiapan kebijakan di bidang organisasi, tata laksanan serta reformasi 

birokrasi. 

5. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah 

pada organisasi penerbangan sipil internasional dan/atau lembaga 

internasional lainnya, penganan kegiatan Internatinal Civil Aviation 

Organization (ICAO) Desk, penelaahan, koordinasi, dan penyusunan materi 

kerjasama luar negeri di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, 

penyiapan ratifikasi, juru bicara hubungan masyarakat dan pelaksanaan 

kehumasan, serta tata usaha dan rumah tangga. 

 

 

 

 



2.4 Kegiatan Umum Instansi 

 Kegiatan umum yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan diatur oleh 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi san 

Tata Kerja Kementerian Perhubungan.  

2.4.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelksanaan kebijakan di bidang penerbangan.  

2.4.1.1 Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  

 Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 189 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 409-410, Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara 

dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi 

penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas 

lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan 

fasilitas umum penerbangan; 

2. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan 

bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, 

peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup 

penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum 

penerbangan; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan 



udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan 

kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas 

penunjang dan fasilitas umum penerbangan; 

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan 

udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan 

kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas 

penunjang dan fasilitas umum penerbangan; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, 

pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan 

navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas 

lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan 

fasilitas umum penerbangan; 

6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal perhubungan udara; dan 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri. 

 

2.4.2 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan 

teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.  

 

 



 

2.4.2.1 Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  

 Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 189 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 412-413, Sekretariat 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan tinjau ulang rencana jangka 

panjang dan menengah, program dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan, akuntabilitas kinerja unit kerja, serta pengelolaan data 

dan pengembangan sistem informasi manajemen; 

2. Penyiapan koordinasi, pembinaan, penyusunan Laporan Keuangan dan 

laporan e-monitoring, revisi DIPA, penatausahaan Barang Milik Negara, 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembinaan dan 

verifikasi pengelolaan anggaran, evaluasi dan penyusunan Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), penyusunan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyiapan bahan dan tindak lanjut  

hasil audit; 

3. Penyiapan penyusunan telaahan hukum dan peraturan perundang-

undangan, pemrosesan dan pemberian advokasi, serta legal opinion 

terhadap penyelesaian masalah dan perselisihan hukum, pelaksanaan 

kajian dan evaluasi terhadap berita acara pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang penerbangan; 

4. Pelaksanaan penyiapan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, 

pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan 



pensiun pegawai, penyiapan kebijakan di bidang organisasi, tata laksana, 

serta reformasi birokrasi; 

5. Penelaahan, penyiapan pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah 

pada organisasi penerbangan sipil internasional dan/atau lembaga 

internasional lainnya, penanganan kegiatan ICAO Desk, penelaahan, 

koordinasi, dan penyusunan materi kerjasama luar negeri di bidang 

keselamatan dan keamanan penerbangan, penyaiapan ratifikasi, juru bicara 

hubungan masyarakat dan pelaksanaan kehumasan; dan 

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

 

3.1 Bidang Kerja 

 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara, Kementerian Republik Indonesia. Praktikan ditempatkan di Bagian 

Keuangan, Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan. Sub Bagian Akuntansi 

dan Perbendaharaan bertugas melakukan pencatatan atas aliran kas masuk dan 

keluar untuk keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang 

berada di bawah otoritas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

 Pembimbing yang bertugas mengarahkan praktikan selama melaksanakan 

PKL adalah Agus Purwanto yang bertanggung jawab untuk menangani satuan 

kerja wilayah Papua dan Papua Barat. Praktikan diposisikan sebagai asisten di 

kelompok kerja yang menangani wilayah otoritas Papua dan Papua Barat. Wilayah 

otoritas tersebut meliputi keseluruhan Otoritas Bandara (Otban) dan Unit 

Pelayanan Bandar Udara (UPBU) yang berada di provinsi Papua dan Papua Barat 

sebanyak 47 satuan kerja.  

 Pembagian tugas di Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan dipisahkan 

menurut wilayah, yaitu Sumatera dan Kantor Pusat,  Kalimantan dan Jawa; Bali, 

Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan 

Sulawesi Tenggara; Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi 

Utara, serta Papua dan Papua Barat. Setiap kelompok kerja beranggotakan 3-5 
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orang, disesuaikan dengan jumlah Otban dan UPBU yang beroperasi di setiap 

wilayah. 

 Praktikan diperkenalkan dengan laporan keuangan instansi yang digunakan 

oleh pemerintah pusat dalam menjalankan perannya sebagai regulator. Hal ini 

bertujuan untuk agar praktikan akan lebih mudah untuk memahami tugas-tugas yang 

akan diberikan. Laporan-laporan keuangan tersebut tersebut antara lain: 

1. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas. 

2. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Relisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai penjelasan 

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 

Neraca, LO, LPE, dan LRA. Termasuk penyajian informasi yang diharuskan 



oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas 

laporan keuangan. 

 Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan ditugaskan untuk 

melakukan pekerjaan berupa pengecekan dan pengoreksian terhadap nilai akun 

yang ada di laporan-laporan tersebut.  

 

3.2 Pelaksanaan Kerja  

Pelaksanaan kegiatan PKL yang dilakukan praktikan di Sub Bagian 

Akuntansi dan Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhitung 

mulai tanggal 1 Juli sampai 2 September 2016. Praktikan melaksanakan kegiatan 

PKL selama lima hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin-Jumat, pukul 09.00-

17.00 WIB.  

Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu diperkenalkan 

pada pegawai bagian akuntansi dan perbendaharaan serta tata aturan instansi yang 

harus dipatuhi selama melaksanakan PKL. Praktikan kemudian diberi gambaran 

mengenai lingkungan dan budaya kerja di Bagian Keuangan dan Barang Milik 

Negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Selama proses pelaksanaan PKL, 

praktikan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. 

Selain itu, praktikan juga dituntut untuk memiliki ketelitian dan pemahaman yang 

cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

  



 Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, dan LRA tingkat satuan kerja 

wilayah Papua dan Papua Barat menggunakan aplikasi perangkat lunak 

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA merupakan 

aplikasi keuangan yang digunakan untuk keperluan pelaporan keuangan 

pemerintah. Pekerjaan ini praktikan selesaikan dalam waktu 10 hari kerja, 

terhitung dari tanggal 11 s.d. 23 Juli 2016. 

2. Melakukan koreksi atas rekonsiliasi akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI merupakan serangkaian 

prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pemerintah pusat yang memroses data transaksi keuangan dan 

barang yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Pekerjaan ini 

praktikan selesaikan dalam waktu 8 hari kerja, terhitung dari tanggal 25 

Juli s.d. 3 Agustus 2016. 

3. Melakukan koreksi data laporan keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak 

Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). 

SIMAK-BMN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan 

mengorganisir barang-barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer 

masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang 



milik negara. Pekerjaan ini praktikan selesaikan dalam waktu 8 hari kerja, 

terhitung dari tanggal 4 s.d. 15 Agustus 2016. 

4. Melakukan pengecekan bukti penerimaan kas negara berupa slip transfer 

uang dari rekening koran setiap satuan kerja. Pekerjaan ini praktikan 

selesaikan dalam waktu 5 hari kerja, terhitung dari tanggal 16 s.d. 23 

Agustus 2016. 

5. Melakukan pengecekan posisi lelang yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. Pekerjaan ini praktikan 

selesaikan dalam waktu 8 hari kerja, terhitung dari tanggal 24 Agustus s.d 

2 September 2016. 

 Kegiatan PKL di Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara diselesaikan dalam waktu 40 hari kerja. Berikut 

merupakan rincian dari keseluruhan kegiatan kerja yang dilaksanakan praktikan 

selama menjalani proses pelaksanaan PKL: 

1. Melakukan melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, dan LRA tingkat satuan 

kerja menggunakan aplikasi perangkat lunak SAIBA. Berikut tata cara 

melakukan koreksi, Neraca, LO, LPE, dan LRA tingkat satuan kerja 

menggunakan aplikasi perangkat lunak SAIBA yang dilakukan Sub Bagian 

Akuntansi dan Perbendaharaan: 

a. Laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh setiap satuan kerja yang 

didapat pada rapat besar pertengahan tahun yang diselenggarakan oleh 



Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara. Laporan tersebut yaitu: Neraca, LO, LPE, dan LRA 

dicek dengan data keuangan yang tersedia di aplikasi SAIBA.  

b. Praktikan melakukan pengecekan data yang dilaporkan oleh setiap satuan 

kerja dengan data yang tersedia di aplikasi SAIBA. 

c. Untuk mengakses data yang ada di aplikasi SAIBA, setiap satuan kerja 

memiliki nama pengguna dan kata kunci masing-masing yang harus 

dimasukkan untuk mengakses data tersebut, contoh dapat dilihat di 

lampiran 7. 

d. Setelah berhasil masuk ke dalam milik satuan kerja terkait, praktikan 

membuka laporan keuangan instansi mulai dari Neraca, LO, LPE, dan 

LRA untuk dicek kesesuaiannya dengan data milik kantor pusat. 

e. Jika terjadi perbedaan nilai, maka akan dikonfirmasikan kepada 

pembimbing untuk dilakukan tindakan lanjutan yaitu konfirmasi kepada 

satuan kerja terkait. 

f. Jika tidak terjadi perbedaan nilai, maka data yang sudah diperiksa 

dikelompokkan sebagai data yang sudah benar atau bebas dari kesalahan 

pencatatan. 

g. Contoh Neraca, LO, LPE, dan LRA yang praktikan periksa dalam 

mengerjakan tugas ini dapat dilihat di lampiran 8, 9, 10, dan 11. 

 

 

 



2. Melakukan rekonsiliasi akun berdasarkan data yang diambil dari aplikasi 

SAI. Berikut tata cara rekonsiliasi akun yang dilakukan Sub Bagian 

Akuntansi dan Perbendaharaan:  

a. Setiap bulan kantor pusat menerima data transaksi keuangan atas akun-

akun yang dimiliki oleh setiap satuan kerja. Data setiap transaksi 

keuangan yang terjadi harus selalu dicek antara data keuangan milik 

satuan kerja dengan milik kantor pusat. 

b. Praktikan merekonsiliasi data berupa laporan yang disusun oleh satuan 

kerja dengan data yang tersedia di kantor pusat untuk setiap akun 

transaksi keuangan. 

c. Apabila terjadi perbedaan nilai, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh 

pembimbing, sehingga bisa dikonfirmasikan kepada satuan kerja terkait. 

d. Apabila tidak terjadi perbedaan nilai, maka data yang sudah diperiksa 

akan dikelompokkan sebagai data yang sudah benar atau bebas dari 

kesalahan pencatatan. 

e. Contoh LRA yang dibuat oleh satuan kerja yang praktikan periksa dalam 

mengerjakan tugas ini dapat dilihat di lampiran 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Melakukan koreksi data laporan keuangan tingkat satuan kerja wilayah Papua 

dan Papua Barat menggunakan aplikasi perangkat lunak SIMAK-BMN. 

Berikut tata cara melakukan koreksi data laporan keuangan tingkat satuan 

kerja wilayah menggunakan aplikasi perangkat lunak SIMAK-BMN yang 

dilakukan Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan:  

a. Terkait dengan pertanggungjawaban atas aset tetap yang dimiliki 

pemerintah, setiap satuan kerja wajib melaporkan keseluruhan total aset 

yang dimilikinya kepada pemerintah pusat.   

b. Dari data-data yang sudah ada praktikan melakukan perhitungan terhadap 

nilai akun terkait aset tetap di Neraca Percobaan. Akun-akun tersebut 

adalah peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan 

jaringan; dan akumulasi penyusutan. 

c. Praktikan lalu melakukan pengecekan atas data hasil perhitungan dengan 

data yang tersedia di aplikasi SIMAK-BMN. 

d. Untuk mengakses data yang ada di aplikasi SIMAK-BMN, setiap satuan 

kerja memiliki nama pengguna dan kata kunci masing-masing yang harus 

dimasukkan untuk mengakses data tersebut.  

e. Setelah berhasil masuk ke data milik satuan kerja terkait, praktikan 

membuka neraca milik satuan kerja tersebut dan meneliti nilai yang 

tertera pada setiap akun aset tetap yang tersedia dengan data milik kantor 

pusat. 



f. Jika terjadi perbedaan nilai, maka akan dikonfirmasikan kepada 

pembimbing untuk dilakukan tindakan lanjutan yaitu konfirmasi kepada 

satuan kerja terkait. 

g. Jika tidak terjadi perbedaan nilai, maka data yang sudah diperiksa 

dikelompokkan sebagai data yang sudah benar atau bebas dari kesalahan 

pencatatan. 

h. Contoh Neraca Percobaan yang praktikan periksa dalam mengerjakan 

tugas ini dapat dilihat di lampiran 13. 

 

4. Melakukan pengecekan bukti penerimaan kas berupa slip transfer uang dari 

rekening koran setiap satuan kerja. Berikut tata cara melakukan pengecekan 

bukti penerimaan kas yang dilakukan Sub Bagian Akuntansi dan 

Perbendaharaan:  

a. Data bukti penerimaan kas yang berupa slip transfer uang dari rekening 

koran setiap satuan kerja didapatkan dari pelaporan rutin setiap satuan 

kerja kepada kantor pusat. Bukti tersebut dilampirkan pada hasil rapat 

rekonsiliasi antara kantor pusat dan seluruh satuan kerja yang dilakuan 

pada bulan Juli 2016. 

b. Bukti penerimaan kas yang diperoleh dari lampiran laporan keuangan 

semester satu tahun anggaran 2016 tersebut diperiksa ketersediaan dan 

kelengkapannya. Praktikan juga melakukan pengecekan atas kesesuaian 

bukti penerimaan kas tersebut dengan data yang tertera di Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran setiap satuan 

kerja. 



c. Jika bukti penerimaan setoran kas negara tersebut tidak ada, akan 

dilaporkan kepada pembimbing dan akan dilakukan tindakan lanjutan 

yaitu melakukan konfirmasi kepada satuan kerja terkait. 

d. Jika terdapat bukti penerimaan setoran kas negara tersebut sudah ada, 

bukti penerimaan kas tersebut lalu digandakan untuk diarsipkan untuk 

digunakan lagi jika diperlukan. 

 

5. Melakukan pengecekan posisi lelang yang berjalan selama tahun 2016 terkait 

program pemotongan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 

anggaran 2016 melalui situs resmi LPSE Kementerian Keuangan. Berikut tata 

cara rekonsiliasi akun yang dilakukan Sub Bagian Akuntansi dan 

Perbendaharaan:  

a. Buka situs resmi LPSE dengan mengetikkan alamat 

http://lpse.kemenkeu.go.id pada mesin pencari. 

b. Cek setiap proyek lelang yang berjalan selama tahun 2016 dengan 

mengetikkan nama proyek lelang di situs resmi LPSE. Data proyek 

lelang didapatkan dari aplikasi SIMAK-BMN terkait proyek pengadaan 

barang milik pemerintah. 

c. Jika proyek tersebut tesedia di situs resmi LPSE, maka akan terlihat 

status dari tahap pelelangan yang sedang berjalan. Jika sudah tidak 

tersedia, hal itu menunjukkan bahwa proyek lelang tersebut sudah 

dibatalkan. 

d. Status pada setiap tahapan pelelangan yang sedang berjalan, akan 

dikonfirmasikan kepada pembimbing untuk dilakukan tindakan lanjutan 

http://lpse.kemenkeu.go.id/


berupa menghubungi satuan kerja terkait untuk segera membatalkan 

proses pelelangan tersebut. 

e. Jika tahapan lelang tersebut masih berada pada tahap sedang dilelang, 

yaitu draft, evaluasi penawaran, dan pengumuman pasca kualifikasi 

lelang maka proses pelelangan tersebut masih bisa dibatalkan. Sehingga 

dapat mengurangi pengeluaran pemerintah pusat. 

f. Hal ini terkait dari instruksi Menteri Keuangan dalam rangka 

penghematan anggaran tahun 2016 pada seluruh instansi pemerintah, 

termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

g. Contoh proyek pelelangan di situs resmi LPSE dan daftar barang yang 

dilelang dapat dilihat di lampiran 13 dan 14. 

 

3.3 Kendala yang Dihadapi 

 Dalam pelaksanaan PKL di Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

antara lain: 

1. Saat awal kegiatan PKL, praktikan masih kurang bisa beradaptasi dengan 

seluruh pegawai Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan. 

2. Pada minggu pertama praktikan masih kurang memahami beragam istilah 

yang digunakan dalam pelaporan keuangan di ranah pemerintahan. 

3. Pada minggu pertama dalam melaksanakan tugas yang diberikan, praktikan 

berbagi komputer dengan praktikan lain. Hal ini menyebabkan terhambatnya 

pekerjaan yang harus diselesaikan praktikan.  



4. Praktikan masih kurang memahami dalam menggunakan aplikasi yang 

digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah seperti SAIBA, SAI, dan 

SIMAK-BMN masih harus diberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan. 

5. Terkadang tidak terdapat bukti transaksi dalam kegiatan pembayaran atau 

penerimaan kas, sehingga dalam proses pengecekan bukti laporan keuangan 

harus dilakukan lebih dari dua kali untuk memastikan tidak ada bukti yang 

terlewat.    

6. Penanganan untuk transaksi yang tidak disertai bukti yang dilakukan oleh 

pratikan masih lambat, sehingga banyak waktu yang tidak digunakan secara 

maksimal. 

 

3.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Untuk mengatasi beragam kendala yang dihadapi pada saat melakukan 

kegiatn PKL, berikut adalah hal-hal yang praktikan lakukan dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi. 

1. Praktikan harus lebih aktif dalam berkomunkasi dengan pegawai Sub Bagian 

Akuntansi dan Perbendaharaan saat menjalani kegiatan PKL. 

2. Praktikan harus lebih sering mempelajari istilah yang digunakan dalam 

pelaporan keuangan pemerintah dan bertanya kepada pembimbing  jika masih 

belum mengerti dengan tugas-tugas yang diberikan. 

3. Praktikan sebaiknya memaksimalkan waktu pengerjaan tugas, terutama dalam 

menerapkan manajemen waktu yang baik agar tidak banyak waktu yang 

terbuang, sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu.  



4. Praktikan sebaiknya lebih sering berlatih dalam menggunakan aplikasi 

tersebut secara mandiri dan membaca modul penggunaan aplikasi tersebut 

secara lebih mendalam. Sehingga, dapat mengurangi frekuensi bertanya 

kepada pembimbing mengenai penggunaan aplikasi terkait, yang akan 

berdampak dengan lambatnya proses penyelesaian pekerjaan yang diberikan.  

5. Praktikan sebaiknya mencari bukti transaksi dengan lebih teliti, apabila tidak 

menemukannya maka praktikan akan menanyakan kepada pembimbing 

sehingga tidak perlu melakukan pengecekan lebih dari satu kali. 

6. Praktikan sebaiknya dapat lebih cepat dalam  menyelesaikan suatu masalah, 

sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan dan pekerjaan menjadi lebih 

cepat selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Kegiatan PKL merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan 

pengalaman bekerja kepada mahasiswa secara langsung. Hal ini memungkinkan 

mahasiswa dapat mengidentifikasikan permasalahan yang ada secara langsung 

untuk dapat dipraktikan pada masa yang akan datang. Dengan adanya kegiatan 

PKL, mahasiswa diharapkan mendapat lebih banyak pengalaman dalam mengenal 

dunia kerja dan memahami lingkungan kerja yang baik, sekaligus memberikan 

kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik yang telah dipelajari di lapangan. 

 Selama melaksanakan PKL di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, praktikan dapat mengambil beberapa 

kesimpulan, antara lain: praktikan mulai memahami akuntansi pemerintahan 

seperti mengetahui beragam istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan 

pemerintah pusat dan cara menggunakan aplikasi yang digunakan dalam 

pelaporan keuangan pemerintah seperti SAIBA, dan SIMAK-BMN.  

 Selain itu, dengan melaksanakan kegiatan PKL praktikan dapat belajar 

mengatasi beragam kendala yang terjadi selama menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Hal ini secara tidak langsung menambah wawasan praktikan mengenai 

lingkungan dan budaya kerja di Kementerian Perhubungan.  
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4.2 Saran  

 Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 

kegiatan PKL, pelaksanaan PKL dapat dilakukan lebih baik lagi dengan 

melakukan beberapa saran berikut: 

1. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri baik dalam akademik, seperti 

melakukan sedikit riset mengenai tempat kegiatan PKL dan mempelajari 

laporan keuangan pemerintah sebelum melaksanan kegiatan PKL di 

instansi pemerintahan. 

2. Selama melakukan kegiatan PKL praktikan sebisa mungkin harus 

mengutamakan kedisiplinan kerja dan membaur dengan budaya kerja di 

instansi terkait. Salah satunya dengan menjadi lebih aktif dalam 

berkomunikasi sehingga memudahkan praktikan dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan.  
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2: Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3: Bagan Organisasi Kementerian Perhubungan 

(Data diolah oleh praktikan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4: Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

(Data diolah oleh praktikan) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5: Bagan Organisasi Sekertariat Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara (Data diolah oleh praktikan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6: Rincian dan Penjelasan Log Harian 

RINCIAN DAN PENJELASAN LOG HARIAN KEGIATAN  PRAKTIK 

KERJA LAPANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SUB BAGIAN 

AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN 

NO TANGGAL KEGIATAN PEMBIMBING 

1 1 Juli 2016 Pengenalan tentang peraturan dan cara 

kerja di Dirjen Hubud. 

Bapak Iswan 

2 11 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak 

Andrianto  

 

 

3 12 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

4 13 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

5 14 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

6 15 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

7 18 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

8 19 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

9 20 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

10 21 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

11 22 Juli 2016 Melakukan koreksi Neraca, LO, LPE, 

dan LRA dengan aplikasi SAIBA. 

12 25 Juli 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak David 

 

 

 

 

13 26 Juli 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

14 27 Juli 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

 15 28 Juli 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

16 29 Juli 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 



17 1 Agustus 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

18 2 Agustus 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

 

 

Bapak David 

 19 3 Agustus 2016 Melakukan koreksi atas rekonsiliasi 

akun berdasarkan data yang diambil 

dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

20 4 Agustus 2016 Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Rocky 

21 5 Agustus 2016 Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

22 8 Agustus 2016 Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

23 9 Agustus 2016 Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

24 10 Agustus 

2016 

Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

25 11 Agustus 

2016 

Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

26 12 Agustus 

2016 

Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 

Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

27 15 Agustus 

2016 

Melakukan koreksi data laporan 

keuangan tingkat satuan kerja wilayah 



Papua dan Papua Barat dengan 

menggunakan aplikasi perangkat lunak 

SIMAK-BMN. 

28 16 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan bukti 

penerimaan kas negara berupa slip 

transfer uang dari rekening koran 

setiap satuan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Rocky 

29 18 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan bukti 

penerimaan kas negara berupa slip 

transfer uang dari rekening koran 

setiap satuan kerja 

30 19 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan bukti 

penerimaan kas negara berupa slip 

transfer uang dari rekening koran 

setiap satuan kerja 

31 22 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan bukti 

penerimaan kas negara berupa slip 

transfer uang dari rekening koran 

setiap satuan kerja 

32 23 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan bukti 

penerimaan kas negara berupa slip 

transfer uang dari rekening koran 

setiap satuan kerja 

33 24 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Agus P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 25 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) 

35 26 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) 

36 29 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 



 

 

 

 

 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara   

Elektronik (LPSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Agus P 

37 30 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) 

38 31 Agustus 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) 

39 1 September 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) 

40 2 September 

2016 

Melakukan pengecekan posisi lelang 

yang berjalan selama tahun 2016 

terkait program pemotongan anggaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tahun anggaran 2016 melalui 

situs resmi Layanan Pengadaan Secara  

Elektronik (LPSE) 

 



Lampiran 7: Tampilan Aplikasi SAIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8: Neraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 9: Laporan Operasional 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10: Laporan Perubahan Ekuitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11: Laporan Realisasi Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 12: Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 13: Neraca Percobaan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14: Tampilan situs LPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 15: Daftar Lelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 16: Daftar Hadir Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 17: Lembar Penilaian dari Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 18: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR SINGKATAN 

 

 

BMN: Barang Milik Negara 

DIPA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

ICAO: International Civil Aviation Organization 

LO: Laporan Operasional 

LPE: Laporan Perubahan Ekuitas 

LPJ: Lembar Pertanggungjawaban 

LPSE: Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

LRA: Laporan Ralisasi Anggaran 

PK-BLU: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

PM: Peraturan Menteri 

PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Otban: Otoritas Bandara 

UPBU: Unit Pelayanan Bandar Udara 

SAI: Sistem Akuntansi Instansi 

SAIBA: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis akrual 

SAPP: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

SIMAK: Sistem Informasi Akuntansi 

SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
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